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NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG
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PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

bahwa delictin Pcruiuran Bupati Noinor 44
Tahun 2011 iclah diaiur loaning Izin Usaha
Angkuian di Kabupatcn Labuhanbalu;
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icrhadap Pcrauiam Bupali Nomor 44 Tahun
20 ) ! leaning Izin Usaha Angkuian:
bahwa

b.

pcriimbangan
sebagmmana dimaksud pada huruf a dan
hurul b, prr 'u inonompkan Prraluran Bupali
tinning IVrubahan alas Pcraiuran Bupati
Labun,inbolu Nomor 44 Tahun 201 1 loaning

brrdasarkano.

Izin lIs.'iha Angkuian
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Menginga t ; 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
ten tang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Provins i Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republ ik Indones ia Tahun 1956 Nomor
58 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia Nomor 1092 ) ;

2 . Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 ten tang
Pera i ran Indones ia ;

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun
len iang Larangan Praktek Monopol i Dan
Persa ingan Usaha Tidak Sehai ( Lembaran
Negara Republ ik Indones ia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia Nomor 3817) ;

1999

X

4 . Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
ten tang Pcmcr imahan Daerah ( Lembaran
Negara Republ ik Indones ia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia Nomor 4437) sebaga imana yang
le lah d iubah be bora pa kal i l e rakhi r dengan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
len iang Perubnhan Kcdua a las Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 len iang
Pcmer in tahnn Daerah ( Lembaran Negara
Republ ik Indones ia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia Nomor 4844 ) ;;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
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64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);jr

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002
tentang Perkapalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1227);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

dan Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
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16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Barang Di Jalan;

¥

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan
Ke Kapal;

18. Keputusan Menteri Perhubungsin Nomor 35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan
Umum;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

20. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

21. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Trayek;

4
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» MBMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44
TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin
Usaha Angkutan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 14, angka
28, angka 30, angka 31, angka 33, dan angka 34
diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu.

2 .

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Labuhanbatu.

4.

*
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Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika adalah Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu.

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan
yang digerakkan oleh peralatan teknis yang
ada pada kendaraan.

7.

Angkutan adalah pemindahan orang
dan/atau barang dan satu tempat ke
tempat
kendaraan, baik di jalan maupun di atas

8.

lain dengan menggunakan
V

air.

Usaha Angkutan adalah perbuatan
mengusahakan,
melaksanakan kegiatan di bidang
pengangkutan orang atau barang dengan
kendaraan bermotor, baik dilakukan
perorangan maupun badan hukum,
termasuk kendaraan yang digunakan untuk
kepentingan angkutan hasil usahanya yang
beroperasi di wilayah Kabupaten
Labuhanbatu.

9.
melakukan dan

4 10. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang
diberikan kepada orang atau Badan Hukum
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untuk mendirikan atau menjalankan usaha
angkutan dengan kendaraan bermotor.

11. Sarana Sungai adalah wadah yang dapat
digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal.

12- Kapal Penumpang Umum adalah kapal < 7
GT yang digunakan untuk umum dan bagi
setiap penumpang dikutip bayaran.

13. Gross Tonnage (GT) adalah isi kotor kapal
secara keseluruhan yang dihitung sesuai
dengan ketentuan Konvensi Intemasional
tentang pengukuran kapal ( International
Tonnage Measurement of Ships) Tahun
1969.

14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara atau daerah dengan
nama atau bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta badan usaha lainnya.

15. Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu
pendaftaran bagi setiap kendaraan yang
beroperasi di jalan dan di atas air yang
diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

4
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16. Kartu Pengawasan adalah kartu pengaturan
trayek yang merupakan turunan/ lampiran
izin trayek yang senantiasa berada pada
setiap kendaraan yang beroperasi di jalan
dan di atas yang
diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk untuk itu.

air

17. Mobil Bus Umum adalah kendaraan
bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari
8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk
tempat duduk pengemudinya, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
barang untuk pengangkutan orang yang
biasanya disediakan untuk digunakan oleh
umum dengan pembayaran.

18. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan
bermotor
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudinya ,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan barang untuk pengangkutan
orang yang disediakan untuk digunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran.

19. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk
apapun yang terbuka untuk lalu lintas
umum.

dilengkapi sebanyak-yang

20. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan
Hukum yang menyelenggarakan kegiatan
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pengangkutan orang dan/atau barang
dengan kendaraan bermotor.

21. Perusahaan angkutan adalah perusahaan
yang menyediakan jasa angkutan orang
dan/atau barang dengan kendaraan di jalan
dan di atas air.

22. Mobil barang adalah setiap kendaraan
bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang, dan mobil bus.

23. Angkutan sewa adalah pelayanan angkutan
dengan mobil penumpang umum/ tidak
umum yang pelayanannya dari pintu ke
pintu dan wilayah operasi tidak terbatas.

24. Angkutan kota adalah angkutan dari satu
tempat ke tempat lain dalam satu daerah
kota atau wilayah ibukota kabupaten
dengan menggunakan mobil bus umum
atau mobil penumpang umum yang terikat
dalam trayek.

25, Angkutan perdesaan adalah angkutan dari
satu tempat ke tempat lain dalam satu
daerah kabupaten yang tidak termasuk
dalam trayek kota yang berada pada
wilayah
mempergunakan mobil bus umum atau
mobil penumpang umum yang terikat
dalam trayek.

kabupaten denganibukotav
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26. Angkutan perbatasan adaJah angkutan kota
atau angkutan perdesaan yang memasuki
wilayah kecamatan yang berbatasan
langsung pada kabupaten atau kota lainnya
baik yang melalui satu propinsi maupun
lebih dari satu propinsi.

27. Angkutan taksi adalah angkutan dengan
menggunakan mobii penumpang umum
yang diberi tanda khusus dan diiengkapi
dengan argo meter yang melayani angkutan
dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi
terbatas.

28. Angkutan Sungai dan Danau adalah
kegiatan angkutan dengan menggunakan
kapal yang dilakukan di sungai, danau,
waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan
untuk mengangkut penumpang dan/atau
barang yang diselenggarakan oleh
perusahaan angkutan sungai dan danau.

V

29. Barang adalah semua jenis komoditas
termasuk temak yang dibongkar/dimuat
dari dan ke kapal.

30. Barang Umum adalah bahan atau benda
selain dari bahan berbahaya, barang
khusus, peti kemas dan alat berat.

31. Barang Khusus adalah barang yang karena
sifat dan bentuknya harus dimuat dengan
cara khusus.
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4
32 . Alat Berat adalah barang yang karena

sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga
memungkinkan angkutannya melebihi
muatan sumbu terberat (MST) dan/atau
dimensinya melebihi ukuran maksimum
yang telah ditetapkan.

33. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor
dengan kapasitas 9 s/d 16 penumpang
dengan ukuran dan jarak antar tempat
duduk normal tidak termasuk tempat
duduk
kendaraan 4-6,5 meter.

denganpengemudi panjang

34. Terminal adalah prasarana transportasi
jalan untuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan/atau barang serta
mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum, yang merupakan salah
satu wujud simpul jaringan transportasi.

*

35. Jumlah berat yang diperbolehkan yang
selanjutnya disingkat dengan JBB adalah
berat maksimum kendaraan bermotor
berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

36. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan
yang biasanya disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan
pembayaran.
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37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengolah data dan/atau keterangan
lainnya dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

& Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) terdiri dari :

Izin usaha angkutan orang dalam trayek
yang meliputi :
1) angkutan Kota;
2) angkutan Perdesaan;
3) angkutan Perbatasan.
Izin usaha angkutan orang tidak dalam
trayek yang meliputi :
1) angkutan Taxi;
2} angkutan Sewa.
Izin usaha angkutan barang yang meliputi :

1) angkutan barang umum;
2) angkutan barang khusus;
3) angkutan alat berat.
Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

a.
%

b.

c.

*
d.
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0 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

{1} Pengusaha yang mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) untuk Izin usaha angkutan orang dalam
trayek, Izin usaha angkutan orang tidak
dalam trayek, dan Izin usaha angkutan
barang harus melengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang masih berlaku;

b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);

c. Informasi Trayek (untuk angkutan
orang);

d. menyediakan fasilitas penyimpanan
kendaraan;

e. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi
Pemohon yang berbentuk Badan Usaha,
Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon
yang berbentuk koperasi, tanda jati diri
bagi pemohon perorangan;

f. memiliki Surat Keterangan domisili
Perusahaan;

g. memiliki Surat Izin Tempat Usaha
(SITU);

%

»
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4
h. Pemyataan Kesanggupan untuk memiliki

atau menguasai 5 (lima) kendaraan
bermotor;

i. Pemyataan Kesanggupan untuk
menyediakan fasilitas penyimpanan
kendaraan.

(2) Pengusaha yang mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) untuk Izin Usaha Angkutan Sungai dan
Danau harus melengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a. Surat Permohonan;
b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi

pemohon yang berbentuk Badan Hukum
Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk

Indonesia
%

Negarabagi Warga
perorangan;

c. Pemyataan tertulis sanggup memiliki
sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal

memenuhi persyaratan
dengan

yang
teknis/ kelaikan sesuai
peruntukan dan rencana trayek yang
akan dilayani, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. Memiliki surat keterangan domisili
perusahaan/ pemilik;

e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) ;
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41 (3) Pengusaha yang telah mendapatkan izin
usaha angkutan sungai dan danau wajib
mengajukan permohonan persetujuan
pengoperasian kapal angkutan sungai dan
danau dengan melengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
(SIUASDA);

b. Bukti kapal untuk
dioperasikan sesuai ketentuan yang
berlaku serta kapal yang sesuai dengan
spesifikasi trayek yang akan dilayani;

kesiapan

c. Nama dan ukuran kapal (GT) ;

d. Trayek yang dilayani;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) /

Kartu Tanda Penduduk.
(4) Seluruh proses pengurusan izin usaha

angkutan dalam peraturan ini tidak
dipungut biaya.

V

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

a. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan
Darat yaitu: Permohonan Izin Usaha
Angkutan, Keputusan Izin Usaha Angkutan ,
Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan,
Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan,
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Penolakan Izin Usaha Angkutan, Kartu
Pendaftaran, Kartu Pengawasan, Surat
Permohonan Pengalihan Kepemilikan,
Formulir Laporan Usaha sebagaimana
tercantum dalam contoh 1 sampai dengan 9
Lampiran I Peraturan ini.

b. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan
Sungai dan Danau yaitu:Permohonan Izin
Usaha Angkutan; Penolakan Permohonan Izin
Usaha Angkutan; Surat Izin Usaha Angkutan;
Permohonan Persetujuan Pengoperasian
Kapal Angkutan; Penolakan Persetujuan
Pengoperasian Kapal Angkutan; Surat
Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan;
Keputusan Pembekuan Izin Usidia Angkutan;
Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan;
Keputusan Pembekuan Persetujuan
Pengoperasian Kapal Angkutan; Keputusan
Pencabutan Persetujuan Pengoperasian Kapal
Angkutan; Surat
Pendaftaran dan
Angkutan;
Kebangsaan Kapal; Surat Keterangan
Kecakapan Nautika Kapal; Surat Keterangan
Kecakapan Teknika Kapal; Surat
Permohonan Pengalihan Kepemilikan;
Laporan Harian Kegiatan Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan; Laporan Harian
Kegiatan Operasional Kedatangan dan
Keberangkatan Kapal Angkutan Barang;
Laporan Bulanan Kegiatan Operasional

v

Ukur
Kelengkapan

Sertifikat Kelaikan

Kapal; Surat
Sarana

dan
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0

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan; Laporan Buianan
Kegiatan Operasionai Kedatangan dan
Keberangkatan Kapal Angkutan Barang
sebagaimana tercantum dalam contoh 1
sampai dengan 20 Lampiran II Peraturan ini.

t

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengusaha Angkutan Darat yang telah
mendapatkan izin usaha angkutan,
diwajibkan :

a. memitiki dan/atau menguasai sekurang-
kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai
dengan peruntukan, yang memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan;

b. awak kendaraan beroperasi
merupakan pegawai tetap dan memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta mematuhi
waktu kerja dam waktu istirahat bagi
pengemudi;

yang

c. memiliki dan/atau menguasai tempat
penyimpanan kendaraan;

d. melakukan kegiatan usaha angkutan
selambat-lambatnya daiam waktu 6
(enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha
angkutan;
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perundang-e. mematuhi pcraturan
undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan bidang usaha angkutan;

f. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun
kepada pejabat pemberi izin usaha
angkutan;

g. melaporkan apabila teijadi perubahan
pemilikan perusahaan atau domisili
perusahaan, dengan menggunakan Surat
Permohonan Pengalihan Kepemilikan.

(2) Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau
yang telah memperoleh lzin Usaha Angkutan,
diwajibkan :

a. memenuhi kepemilikan kapal paling lama
6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin
usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf c;

b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin
usaha angkutan berkaitan dengan :
1. Kegiatan usaha angkutan untuk setiap

tahun;
2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan

kapal dan/atau domisili perusahaan;

3. Melaporkan setiap kegiatan
pengangkutan barang berbahaya.

(3) Pengusaha kapal angkutan orang di Sungai
dan Danau yang telah memperoleh
persetujuan pengoperasian kapal, diwajibkan
untuk :

V
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* a. memenuhi kewajiban
ditetapkan
pengoperasian kapal;

b. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis
pelayanan berdasarkan persetujuan
pengoperasian kapal yang dimiliki;

c. mengoperasikan kapal yang memenuhi
persyaratan teknis/ kelaikan;

d. mempekerjakan awak kapal yang
memenuhi persyaratan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

e. mematuhi waktu keija dan waktu
istirahat bagi awak kapal;

f. melaporkan apabila terjadi perubahan
kepemilikan kapal dan /atau domisili
perusahaan/ pemilik selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari setelah teijadi
perubahan;

g. membuat laporan harian kedatangan dan
keberangkatan kapal kepada Kepala
Pelabuhan Sungai dan Danau di
pelabuhan pernberangkatan maupun
pelabuhan tujuan, dengan menggunakan
Laporan Harian Kegiatan Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan serta Laporan
Harian Kegiatan Operasional Kedatangan
dan Keberangkatan Kapal Angkutan
Barang;

yang telah
persetujuandalam

V

>
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h. menyampaikan laporan bulanan Kegiatan
Dinas

Komunikasi dan
Labuhanbatu

selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima)
pada bulan berikutnya yang merupakan
rekapitulasi dari laporan kedatangan dan
keberangkatan dengan menggunakan
Laporan Bulanan Kegiatan Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan serta Laporan
Bulanan Kegiatan Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Angkutan Barang;

i. mengumumkan jadwal peijalanan dan
daltar tarif angkutan kepada masyarakat
dan menempatkan di dalam kapal yang
mudah dilihat;

j. melayani trayek sesuai dengan
persetujuan yang diberikan dengan cara :

1. Mengoperasikan kapal secara tepat
waktu sejak saat pemberangkatan,
persinggahan, dan sampai ke tujuan;

2. Memelihara kebersihan dan
kenyamanan kapal yang dioperasikan;

3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada penumpang.

Operasional kepada Kepala
Perhubungan,
Informatika Kabupaten

»



- 22 -
9

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Izin usaha angkutan berlaku selama
pemegang izin menjalankan usaha angkutan.

(2) Persetujuan pengoperasian kapal berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Izin Usaha Angkutan Darat dapat dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. pemegang izin melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan

peraturan
undangan yang berlaku;

b. pemegang izin tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana tercantum dalam
izin;

c. tidak melanjutkan kegiatan usahanya;

d . tidak melaporkan kegiatan usaha selama
2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
keterangan yang dapat diterima.

perundang-ketentuan

I

t
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0 (2) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dan
persetujuan pengoperasian kapal dapat
dicabut tanpa melalui proses peringatan dan
pembekuan, dalam hal pengusaha yang
bersangkutan :

a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf a;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan
keamanan negara ;

c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak
sah ;

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan
lerancamnva keselamatan jiwa manusia
dan lingkungan hidup;

e. alas pcrmintaan sendiri .

(3) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang
mclanggar kctcntuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) , dikenakan sanksi
berupa peringatan tertulis sebanvak 3 ( tiga )
kali bcriurut- turut dengan tenggang waktu
masing- masing 1 (satu ) bulan .

i

I

Pasal II

Pcraiuran Bupaii ini berlaku pada langgal
diieiapkan .
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Agar se t iap orang dapa t mengetahuiaya
memer i ruahkan pengundangan Pera turan
dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah
Kabupaten Labuhanbatu .

P
in i

Duetapkan di Rancauprapa t
Pada tanggal 06 Jum 20 ) 2

BUPATI LABUHANBATU ,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Ber i ta Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor ISTahun 2012
Tanggal 06 Juni 20 1 2

X

Pit . SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU ,

/2Au. USMAN HARAHAP
/ PEMBINA TINGKAT- I

NIP. 19640910 199703 1 001

*



Lampiran ! : Peraruran Bupati Labuhaobatu
Nonjor : 1S Tahun 2012
Tanggal : 06 Juni 2012

CONTOH 1.
PERMOHONAN 1Z1N U3AHA ANGKUTAN

KAMA PKROTAHAAK / KOPBRASI / PERORAKOAH
ALAMAT LEKQKAP, SO TELEPOS

Ranlaupropa t,

Nunior
Lampiran
Perihal

Xepada Yth,
Bupati Kabupaten Labuhaobatu
c/q Kepala Dinas Perhubungan,
Koraunikaai dan In/ormatika

Ferroohonan ten Usaha
Angkutan Dengan Kendaraan
Bermotor Umutn dj -

Rantauprapat

1. Meinperhatikan ketentuan Pasal 173 ayai (1) DU Mo.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintaa dan
Anglcutan Jalan dan Paaal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.4! Tahun 1993 tentang
mengajukan permohonan untuk metnperoleh ten Uaaha Angkutan dengan Kendaraan
Bermotor Uraum.

2. Surat Permohonan untuk raemperoleh lzin Usaha Angkutan aebagaitnana dimakaud daUim
butir !. dilengkapi dengan :
a. Nomor Pokok Wqjib Pajak [NPWP) ;
b. Akte Pondirian Peruaahaan / Koperaai / Tanda Jad Diri Perorangan;
c. Surat Kettrrengon Domiaili Peruaahaan:
d . Surat ten Terapat Uaaha (SITU) / HO;
e. Surat Pemyataan Keaanggupan untuk Memiliki atou Menguaaai Kendaraan Bermotor;
f. Surat Pemyataan Keaanggupan untuk Menyediakan Paaflltka Penyimpanan Kendaraan

Bermotor.

3. Demiktan permohonan karal, dengan barapan dapat dikabulkan dan ataa perhaban eerta
banruan yang diberikan dihaturkan lerimn kaaih .

PIMPINAN PERUSAHAAN / K0PERA3I /
PERQRANQAN

Materai Rp.6 000, -

( Nama Jelaa|

Tambttaan i

1. Kepala Dlnaa Perhubungan, Komunlkul dan Informitika
Kabupaten Labuhanbatn.
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COKTOH 2

BKMTT7K LZM USAHA ARGKUTAR

1LSPUTU8AN BTjyATl LABUBAHBATU
NOMOR ... / ... / 20...

TEHTAKO
ixa U8AHA ANGKUTAN DENOAN KENDAHAAN UWUM

HUPATI LABUHAWBATC,

SerdaBarkan Unetting- Undarig Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaJu Lintaa dan Angkutan Jaian, Peru(Oran
Pemerintab Noroor 41 Tahun 1993 ten tang Angkutan Jalan dan berdaBarkan pennohonan izin uaaha angkutan
dengan kend&raao umum dari ....
Angkutan kepada :

Nomor Tanggal diberikan Izin Usaha

NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT KANTOR
NAMA PI MPI NAN
ALAMAT PEMTUK
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Izin Usaha Angkutan Berlaku Unluk Semua Jenia Usaha Angkutan Orang dan /atau Bamng.
KewAjiban Pemegang Izin Usaha Angkutan

1 } Usaha harua diroulai »elainbat-lainbatnya dalaro jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Izin uaaha diterbitkan.
2 . Pemegang izin uaaha harua menyediak&n ternpat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) ,
3. Letak garnsi teraebut da Ism ad 1 dalaro bataa rooiiijn (garis depan).

•*, 4. Pemegang izin usaha harua menyediakan olat pcmadam kebakaran yang oetiap waktu dapat dipergunakan
jika Lirobul kebakaran.

5. Pemegang izin uaaha harua aelalu memeUhara keberslhan dalnm garaal balaroan.
6. Meroatuhi peraturan perundnng-undangnn yang berlaku yang berkaitan dengan bidang uaaha angkutan.

Pejabet yang memberikan izin berhak untuk meninjau kerobali. mengubah atau mencabut izin sebeluro waktunya
berakhir, jika keterangan-kecerangan yang diberikan oleh pemohoo kemudian temyata tidak benar.

adalah nebagai berikut :

f

BUPATI LABTTHAKBATU ,

I\
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COJTTOH 3,

KcrrmrSAjf PXMBBKUAN IZDC BSAHA AAGKUTAH

KBFUTUSAN BTTPATI LABUHANBATU
HONOR ... / ... / 30-.

TENTANO
PBMBBXUAH 1ZLN USAHA AHOKUTAR

BUPATI LABUHANBATU,

: Surat Kepala Dinas Perhubungan . Komunikaai dan Iniormatika Kabupalen
tanggal

Membaca
Labuhanbatu Nomen

Menimbang : a. bahwn dst.
h. bahwa dst .

: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jfin n.
2. Peratunan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Anginatan Jalan,
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Borang di Jalan;
4. Keputusan Menleri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

M E M U T U 3 K A N :

Mengingat

KEPUTU3AN BUPAT1 TENTANO PEMBEKUAN 1Z1N USAHA ANOKUTANMenetapkan

Membekukan izin uaaha angkutan :
Nama Peruaahaan
Pimpinan
Alamal
MulaiTangga!

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikaai dan Infonaattka Kabupaten Labuhanbatu
mengawasi Keputusan Ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu
mengenaJ basil pengawasan terhadap hal tersebut.

Keputusan ini berlaku pada tanggHl ditetapkan dengan ketentuan apabito di
kemudian haji terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakao perbaikan
sebagairaana mesdnya.

KESATU

s/d

I KEDUA

KET10A

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggai .. .

BUPATI LABUHANBATU,

)
HAMA JUAN

lf
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coirroH 4.
KJEFUTUSAN PNKCABITTAN tZB USAHA ANGKUTAN

KKFUTU&AN BUPATI LABUBANBATU
WOMOa ... / ... / 30...

TEHTANO
PEHCABUTAN IZB OSAKA ANGKUTAN

BUPATI LABUHANBATU,

: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikaai dan Inibrmatika Kabupaten
tanggalMembaca

Labuhanbatu Nomor

: a . bahua dat .
b beh««a dot.

Memmhang

: 1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 teniang Lalu Llntaa dan Angkutan .itdan,

2. Peraturan Ptmerintah Nomor 41 Tahun 1993 tenlang Angkutan J*Lari

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 temang
Penyelenggaraan Angkutan Barang di JaJan,

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 temang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di JaJan Dengan Kendaraan Umum ;

M E M U T U S K A N :

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN 1ZIN USAHA ANOKUTAN
Menetapkan

Mencabut ian usaha angkutan :
Nama Peruaahaan :
Pimpinan :
AJamat
Nomor lain Usaha

KESATU
A

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inionnatika Kabupaten Labuhanbatu
mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepado Bupati Labuhanbatu
soengenai haai] pengawasan terhadap hal tersebuI

Keputusan ini berlaku pada tanggai ditetapkan dengan ketentuan apabita di

kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan

sebagaimana roeatinya.

KEDUA

KET10A

Ditetapkan di Ranlauprapat
Pada tanggaJ

BUPATI LABUHANBATU,

1(
NAHA JKLAS

I
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CONTOH 5.
PENOLAKAN PERMOHONAN LZSN U3AHA ANGKUTAN

BUPAT1 LABT7HAWBATD

Kepeda

Yth.PimpLnan Prrunahaan /
Kopcraei / Pworangan

Nomor

Lampiran

Pcrihai Pcnolakan Izdn Uaaha
di-Angkutan

(domisili penjsahaan)

utnggalMenunjuk Surat Permohonan Saudara Nomor

perihal Permohorvan tun Usaba Angkutan, dengan ini karoi aampaikan bahwa

pcrroohortan Saudara tklak dapai diwtujui dengan penjmbangan aebagai bcriJfut

1 .

a .

b.

c.

d.
v

Demikian diaampaikan untuk menjadi makiutn2.

HtJFATl LABUHAWBATD,

)(

KAMA JXLAfl
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CONTOH 6.
KARTU PENDAPTARAN

jr

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANRATU
DINAS PRRHUBUNQAN KOMUNIKA8I DAN HTFORMATIKA

JALAN H.ADAM MALIK NO. RANTAUPRAPAT

KARTD PEUDATTARAJI
HONOR I MU1/ / BITBK1/2012

Menerangkan bahwa :
Kama Pcruaahaan :
Pimpinan Peniaahaan
AJamat Peruaahaan :
Telah monliiki lain Uaaha Angkman
Nomor :
Dari langgaJ

yang diteibitkan oleh Bupati Labuhanbatu

CTRAIAJf KENDARAAA

... Kerdaraan Bennotor sebagai berikut :Telah terdaAar Angkulan

Daya A/ygkutTnhun
Pcmbuatar.Jenis

KendaraanKo.Uji Berkala JB!No.Regjstraai Prang Barang
S 63 71 2 4

Nomor Ptmerikaaan :
Maaa Bertajru : a /d

Bapsla Dtui Parkubsafu fcomnntWmri daa UionuUkt
Kabnpatan Ubahubatii,

Nam* Pojabat
Pangkat
NIP.
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CONTOH 7.
KARTU PENGAWASAN

X

PEMERINTAH KABUPATEN LABUBAHBATU
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNDCA6I DAB INFORMATIKA

JALAH H-ADAM MALIK NO. RANTAUPRAPAT

KARTU PMQAWASAH

NOMOR t 651-21/ /HUBKI/2012
UITIUX MKMOAKQKUT PEfUMPARQ DKRQAH MOBIL

BIT*/ MOBIL PEJTDMPAJIQ UMUM

oleh KepaLa Dinas PerhubunganBerdasarkan Surat Kepulusan Bupati Labuhanbetu Tanggal

Komumkaai dan laforraauka Kabupaten labubanbam dibenkan Kartu Pengawasan Kepada

Nomor ,

di dan tanggalyang dipimpin oleh
aampai dengan tanggaJ

mengangkut pcnumpang pada trayek

dengan menggunakan Mobil Droutn untuk

Untuk kcperluan tersebut diperguoakan

Umum sebagal berikut :

v

Mobil

Nomor Regin traai

Nomor Ujl Kendaraan

Deye Anglrui

Diberikan d ) Rantauprapai Tangga)

Kapsla Dlau Ptrhabrmgan Komunlfcnai dan Infnrmatik*
Ksbipattn labuhsnbstu.

Nami Pejabat
Pangkat
NIP.
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CONTOH 8.
PERMOHONAN PENOAL1KA.V KEPEMUJKANX

HAMA PWroBAHAAH/KOPIBAW / PERORAHOAH

Noroor
Lampiran
Periha)

Kepada :
Yth. Bapak Bupati LabuhaDbatu

Cq Kepala Dinas Pcrhubungan
Komuxukasi dan Informaoka
Kabupaien Labuhanbatu

Penoohonan Persetujuiin
PengaBhan PtmOika n
Perusahaan

di-
Rantauprapat

1. Bersama ini kami bcritahukan. bahwa :
Name

(setaku punpinan datl)
Nama Perusahaan
No.lzin Usaha
Alamat Perusahaan
NPWP Perusahaan

Bermaksud meminta persetujuan Bapak unruk pengabhan pemilikan perusahaan
kami

2. Adapun yang menjsdi perdmbangan dRn alaaan peogalihan pemilikan perusahaan
kami tersebut adalah :v
a
b.
c.

3. Sedang perubahan pemilikan dlmakaud adalah :

a Nama pemilik aemula
Alamat pemilik aemula

b. Nama pemilik barn
Alamat pemilik baru

4. Demlkian pemberilahuan kami dan mohon kiranya Bapak untuk dapat
menyeiujuinya .

patrolAH
PERUaAHAAH/ KOnCRASI/PEBORAHOAlf,

Il
Nama Jelas
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0 CONTOH 9.
CAPO RAN REAUSAS1 1 ZIN USAH A ANCKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI ( PERORANGAN

Krparia
1 Hi [japak Httpait Labuhanbafu

U /q.Kcpaia Dinas Pf*rhubtingati
Komimikast dan In format tka
Kabupairn Labuhanbnm

Nomor
Kiasifikasi
Lampiran
Perihal i îporan Realisasi

Iztn Usaha Angkuian
dt

Rama upra pat

LAPORAN REALISASI IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERU'S \H -UN
BU.AN

r .Junilflh Armada"olal
\i rr.ada \ KctcranganJrm.s U satin Vtiak < J no:a siUpcrasi

A4 (>; .

I i

I

i

f

Kai, r .mp> a pa t .
:'1 \W *!NrNN l »KRUSAH \A\

i

BUPAT1 LABUHANBATU.
dto

T I G O R P A N U S U N A N S I R E G A R



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATl LABUHANBATU
NOMOR
TANGOAL

A 15 Taluin 2012
06 JUKI 2012

Pcrmohonan l* jn Usaha Angkutan Sungai dan Danau
NA.\ IA PRRUSAHA AN/KOPERASI / PERORANO AN 'I

Contoh 1

No TcU-ponMama Lengkap

Nonior
Lampiran
iVrihal

1 f.s.Kip hcrkas
iVrmohonan »zm usana
Angkn;:m simgai dan t'.anau

krpada

> tr I3upa11 [ j i buharha* a
d -.

)»-icgan nicmpcrhiiitkan Kopuiusati Monrrn Pernubungan Nomor KM

loncav.g IVr.xWrriSRaman Angknfat: Simgai flan Darum. drngnrj tr..
Uarr: iram^ai,:kan prrnmhnnan izir. Usahn Angkinan Sungaiclan Dana:;

s*fh.if;.u ii.fhau pfvrmsbangan. irrl«i::ipir disarnpaika:: 1 |fw»u; brrkax dokurr.cn

jr.r. jk mr ’mj|»k<tpi prnnohntian tiimaksud s *n .i» T «-IRLIRI nan

s.dinar. Akrr iVp<!r i.- i’: iV-rntfahaan \ Ans» disnhkan nk*h Nr>:ans/Karin Tanda

priuiucUik ‘ i

S „.r.d KOTCIANPAN fioinisi’: |XTta*ahaan/ kopriaNWprioiaugan '

lU.kti mrtrahki Ninmor Pnknk Wapb Paiak <Nf’Wr ' antuk porus.dwiav, 'ko >r: am

1 >’ f^,i(aan rr' v.liH sar;p;jp urih:k mr:;;il;k ; I isami mill Kapa - .i;.u, lmk;i

ki'prciv.iikaM/prngadaar. k.ipat Iwrupa knnhak prinlwdian

Rnit .ma Tia\ rk xarigakan ddavaru

:)*vi:iki«n ;w*r mobonan kami dan ilka dir. ana k.nm memaMkar ljciscnia

snemrnuhi kefrrm.an prtaharnn pmindarg umian&t" \.mj* hrrlaktJ

"’ah::::

,3

.L

•V

l

c !

f

I >1KKK 11 S' PhKJSAHAAN 'KOi’hRASI
PERORANG AN * 1

M.rlr'r ,u i»'p U < IC1<

Naina Jela *.

Temimsan > 1li
krp.il.i t liras ;Vjhuhijilgai: !\ f mi . j 'nk.isi dan Inform.ilika
Kahnpalrn Uihun.mh.nu

*] ( ’cur * \ ang lidak |*riln
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Contoh 2 .

PEMERTNTAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOHIOT
Laropiran
Perihal Penolakan pennohonan izin

Uaaha anglailan sungaj dan danau
Kepada

Yih.

di

1. Menupjuk aural pennobonan Saudara Nomor : tangga)

perihal permohonan inn uaaha angkutan sungai dan danau, dengan ini diberitahukan

bahwa kami tidak dapal menyetujui pcrmohonan Saudara. dengan pertimbangan :

a -

b.

c.

d . dal

2. Sehubungon dengan hal teraebut butir 1, Saudara dapal rnengsjukan permohonan

b&nj oetelah melcngkapi persyaratan yang telah diletapkan.

3. Demdrian dlaampaikan untuk dhnakJutni.

BUPATI LABUHANBATU

Trmtiuaan Yih :
Kepala Dinu Perhubungan. Korounikasi dan lnformauka
Kabupaten Labuhanbatu

*|Corel yang tidak perlu
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Contoh 3.
PEMER1NTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT IZIN USAHA ANOKUTAN 3UNOA1 DAN DANAU (SlUASDA)
Nomor :

Berdaaarkan aurat perenohonan Izin Uaaha Angkutan Sungai dan Danau dari
dlberikanPej-uaahaan/ Koperam/ Perorangan

Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau kepada :
nomor :

NAMA PERU3AHAAN/ KOPERASI /
PBRORANGAN... •)
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/
KOPERAS1/ PERORANOAN... *)
NAMA PEMIUK/ PENANOOUNO JAWAB
ALAMAT PEM1UK/PENANGQUNO JAWAB
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP1/KARTU TANDA PENDUDUK... *)
KEWAJ1BAN PEMEOANQ (SIUASD)

1. Mematuhi aeluruh peraturan dan penmdang-undangan di bidang angkutan aungai dan danau.
keaelamatan pelayaran dan lingkungan hidup

2. Menyelenggarakan angkutan aungai dan danau raenurut jadwal yang telah ditetapkan.
mengutminxkan dan melakaanakan ketentuan tarif angkutan aungai dan danau aeeuai ketentuan
yang berlaku.

3. Mengcrperaaikan kapal yang memenuhi pereyanttan keaelamatan (laik layar), seauai dengan trayek
yang ditetapkan.

4. Melaporlean aecara tertulia kepada Bupatl Labuhanbatu aetiop kali terjadi perubabao roakaud dan
tpjuan peruaahaan/koperaal/ perorangan... ^

SURAT IZIN USAHA ANOKUTAN SUNOAJ DAN DANAU (3IUASDA) INI DAPAT DiTiNJAU K EMBALI ATAU
D1CABUT. APAB1LA PEMEOANQ SlUASDA INI TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN DALAM
S1UASDA INI DAN/ ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANO BERSANOKUTAN DENGAN KEOIATAN
USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA ANOKUTAN SUNOAI DAN DANAU (SlUASDA) INI BERLAKU SEJAK TANOQAL
DIKELUARKAN DAN BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBUK INDONESIA SELAMA
PERU3AHAAN / KOPERASI/PERORANOAN..*)YANO BERSANOKUTAN MASIH MELAKUKAN USAHANYA.

Ditetapkan di :
Pada tanggal

BUPATI LABUHANBATUNAMA JELA3
PENANOOUNO JAWAB

( ))( .

') Corel yang Udak pe/lu
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Contoh 4.
NAMA PERUSAHAAN/KOPERASl/PERORANGAN *)

No.TeleponMama Lengkap

Nomor
Lamplran
Perlhal

: 1(satu) berkas
: Permohonan Persetujuan

Pengoperaslan Kapat
Angkutan Sungal dan Danau

Kepada
Yth.Bupatl Ubuhanbatu

dl
l-’a

1. Oengan memperhatikan Keputusan Merrterl Perhubungan Nomor KM Tahun
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungal dan Danau, dengan Ini kaml

mengajukan permohonan Persetujuan Pengoperaslan Kapat Angkutan Sungal dan
Danau.

2. Sebagal bahan pertlmbangan, terlamplr dlsampalkan 1 (satu) berkas dokumen untuk
melengkapl permohonan dlmaksud,yang lerdlrt dari :
a. lain Usaha Angkutan Sungal dan Danau (SIUASDA)
b. Buktl keslapan kapal untuk dloperaslkan sesual ketentuao yang beriaku serta

kapal yang sesual dengan speslflkasl trayek yang akan dllayanl.
c Nama dan ukuran kapal (GT)
d. Trayek yang dllayanl
e. Nomor Pokok Wa|lb Pa|ak (NPWP)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) ... *)

3. Oemlklan permohonan kaml dan Jika dlterlma, kaml menyatakan bersedla memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASl/
PERORANGAN.... *)

Materal Rp.6000,-

Nama Jelas

Tembusan Yth.;

- Kepala Dinas Perhubungan,Komunlkasl dan Informatlka
Kabupaten Labuhanbatu

•) Corel yang Udak perlu
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Contoh 5.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor
Lamplran
Perlhal Kepada

Yth....
: Penolakan Persetujuan

Pengoperaslan Kapal
Angkutan Sungal dan Danau

dl

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : Tanggal
permohonan Persetujuan Pengoperaslan Kapal Angkutan Sungal dan Danau, dengan Ini
diberltahukan bahwa kami lldak dapal menyetujul permohonan Saudara, dengan
pertlmbangan :

perlhal1.

a
b.
c.
d. dst
Sebubungan dengan hal tersebut butlr 1, Saudara dapat mengajukan permohonan
baru setelah melengkapl persyaratan yang telah dltetapkan.
Demlklan dlsampalkan untuk dlmakluml.

2.

3.

8UPAT1 LABUHANBATU

Tembusan Tth.:
- Kepala Dinas Perhubungan,Komunlkasl dan Informallka

Kabupaten Labuhanbatu
*) Corel yang Udak perlu
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Contoh 6.
M P£MERINTAM KABUPATEN LA8U8AN8ATU

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Nomor :

Berdasaritan sura! permohonan Pefmtujuan Pengoperaslan Kapal Angkutan Sungal dan Danau dart
langgal dlberlkan Pertetujuan

Perusahaan/Koper a sl/Perora ngao
Pengoperaslan Kapal Angkutan Sungal dan Oanau kepada :

nonsor

NAMA KAPAL
PAPA TBAYEK
NAMA PERUSAHAAN/KOPERASt/ PERORANGAN... » )
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/ KOPERASI/PERORANGAN- •)

MAMA PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB
ALAMAT PEM1UK/PLNANGGUNG JAWAB
NOMOR POKOKWAJIB PAJAK|NPWP)/TCARTU TANDA PENDUOUH.*)

KFWAJIBAN PEME6ANG (S1UASD)

Mrmlllkl Ibr. yang sah
Menyelenggarakan angkutan sungal dan danau menorut Jadwal yang tdah dltttapkan. mengumumkan dan

melaksanakan ketrntuan tartf angkutan sungal dan danau.
Mengoperastkan kapal yang memenuhl perryaraian knselamalan (lalk layar), sesual dengan trayek yang ditetapkan.
Selambat-lambatnya dalarn waktu 1 (situ) bulan setelah rnemperoleh Persetujuan Pengoperaslan Kapal Angkutan

Sungal dan Danau, perusahaan barns melakukan keglatan yang nyata

Mematuhl penggunaan dermaga ataupun tempat ptndaratan lain yang ditetapkan oleh pihik-plhak lain yang

berwenang
MenJamln keselamatan dan kelancaran nalk tuiunnya ptnumpang, barang, hewan, kendaraan dan muatan lalnnya

termasuk menyedlakan ruangan untuk pot

Menghlndari segala sesuatu yang dapat menlmbulkan pencemaran llngkongan.

Mclaporkan keglatan operational kspada Bupatl Labuharbalu tecara perlodlk sesual ketentuanyang berlaku.

1.
2.

3.
4.

s
x 6.

7.
8.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL. ANGKUTAN SUNGA) OAN OANAU INI DAPAT OtTINJAU KEMBAU ATAU

OICABUT, APABILA PEMEGANG PERSETUJUAN T1DAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN

KAPAL ANGKUTAN SUNGAI OAN DANAU INI OAN/ATAU MELAKUKAN T1NOAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN OENGAN

KEG1ATAN USAHANVA.
SURAT PERSETUJUAN PEN60PERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN OANAU INI BERLAKU SEIAK TANGGAL

SAMPAI DENGAN TANGGAL

Ditetapkan dl
Pldatanggal

:
:

8UPATI LASUHANSATUNAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

)
.. .)

i ' ) Ccrt\ yan|titek pcrlii
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CONTOH 7.
KEPUTUSAN PEM8EKUAN ION USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOHOP ... I / JO...

TENTANG
PCMBEKUAN ION USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI LABUHANBATU,

; Surat Kepila Dinas Pertiubungan, Komunlkasi dan InformaOka Kabupaten Labuhanbatu Nomor
tanggai ....Membacs

: a. bahwa dst
b. bahwa dst

Menlmbang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Peiayaran;
2. Peraturan Pemerfntah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Angkutan Dl Peralran;
3. Keputusan Merited Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Sungal dan Danau;

Menglngat

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PfcMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAUMenetapkan :

Membekukan Idn usaha angkutan
Nama Perusahaan
Plmplnan
Alamat
Mulai Tanggai

KESATU :v

s/d

Kepala Dinas Perhubungan, Komunlkasi dan InformatJka Kabupaten Labuhanbatu
mengawasi Keputusan ml serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenat hasll
pengavrasan terhadap hal tersebut.
Keputusan ini bertaku pada tanggai dttetapkan dengan ketentuan apablla dl kemudlan harl
terdapat kekellruan dl dalamnya aken dladakan perbalkan sebagalmana mestlnya.

KEDUA

KETIGA

Cktetapkan dl Rantauprapat
Pada tanggai

BUPATI LABUHANBATU,

)(
NAMA JELAS
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M CONTOH 8.
KEPUTUSAN PENCABUTAN IZTN USAHA ANGKUTAN SUNGA1DAN DAHAU

KEPUTUSAN BUPAT1LABUHANBATU
NOMOR... / ... / 20...

TWANG
PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGA1DAN DANAU

BUPATT LABUHANBATU,

: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Xomunlkasi dan Informal!Via Kabupaten Labuhanbatu Nomor
tanggai

Membeca

: a. bahwa dst
b. bahwa dst

Menlmbang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;
2. Peraturan Pemerlntah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan CM Peralran;
3. Keputusan Menterl Perhubungan Nomor 73 Tahun 20M tentang Penyelenggaraan Angkutan

Sungal dan Danau;

Menglngat

M E M U T U S K A N:

KEPUTUSAN SUPAff TENTANG PENCA8UTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGA1DAN DANAUMeoetapkan

Mencabut lun usaha angkutan :
Nama Perusahaan
Pimp!nan
Alamat
Nomor lain Usaha

KESATU
v

I Kepala Dtnas Perhubungan, Xomunlkasi dan InformaOka Kabupaten Labuhanbatu
mengawasi Keputusan tnl serta melaporkan kepada Bupat) Labuhanbatu mengenal hash
pengawasan terhadep hal tersebut

Keputusan tnl bedaku pada tanggai ditetapkan dertgan ketentuan apabita dl kemudlan hari
terdapat kekellruan dl dalamnya akan dladakan perbalkan sebagalmana mesUnya.

KEDUA

KETIGA

Wtetapkan dl Rantauprapat
Pada tanggai

BUPATT LABUHANBATU,

)(
NAMA JELAS

*
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M COWTOH 9.

KEPUTUSAN PEMBEKUAN PEKSETUIUAN PENGOPERAS1AN KAPAL
ANGKUTAN SUNGA1 DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATILABUHANBATU
NOMOR ... / ... / 10...

TENTANG
PEMBEKUAN PERSETU3UAN Pf NGOPCRASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGA1 DAN DANAU

BUPATI IABUHANBATU,

: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformaUna Kabupaten Labuhanbatu Nomor
tanggal

Membaca

Menimbang : a. bahwa dst.
b. bahwa dsL

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemertntah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Dt Peralran;
3. Keputusan Merited Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Sungal dan Danau;

Menglngat

M E H U T U S K A N ;

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERAS1AN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAJ DAN DANAU

Menetapkan

V
Membekukan persetujuan pengoperaslan kapal angkutan :
Nama Kapal
Pada Trayek
Nama Perusahaan/Koperasi/
Pensrangan ...*) :
Alamat Kantor PerusahaanJ
KoperasVPerorangan ...*) :
Nama PemMK/Penanggung jawab
Alamat Pemlllk/Peoanggung Jawab
Mulal Tanggal :

Kepala Dinas Perbubungan, Komunlkasl dan Informatiki Kabupaten Labuhanbatu
mengawasl Keputusan Ini serta melaporkan kepada Bupatl Labuhanbatu mengenal basil
pengawasan terhadap hat terstbuL

Keputusan Ini berlaku pada tanggal dltetapkan dengan ketentuan apablla dl kemudlan hart
terdapat kekellruan dl dalamnya akan dladakan perbalkan sebagalmana meabnya.

Otetapkan dl Rantauprapat
Pada tanggal

KESATU

S/d

KEOUA

KET1GA

BUPATI LABUHANBATU,»
)(

NAHA JELAS
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CONTOH 10.
HEPUTUSAN PCNCABUTAN PERSCTUJUAN PENGOPERAS1AN KAPAL

ANGXVTAN SUNGAI DAN DANAU

KfPUTVSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR ... / ... / 20...

TENTANG
PfNCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPEKASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPAT1LABUHANBATU,

: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunlkasi dan Informal)ka Kabupaten Labuhanbatu Nomor
- taoggal

Membaca

: a. bahwa dsL
b. bahwa dsc

Menlmbang

1. UndangUndang Nomor 1? Tahun 2008 tentang Petayaran;
2. Peraturan Pemertntab Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan 01 Peralran;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 ter,tang Penyeienggaraan

Angkulan Sungal dan Danau;

Menglngat

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANOOTTAN SUNGAI DAN DANAU

Menetapkan :

Mencabut persetujuan pengoperaslan kapal angkutan:
Mama Kapat
Pada Trayek
Nama Perusahaan/Koperasl/
Perotangan ...*)
AJamat Kantor Perusabaan/
Koperasl/Perorangan ...»)
Nama Pemlllk/Penanggung Jawab
Aiamat Pemtllk/Penanggung jawab
Nomor Izfn Usaha

A KESATU

:

Kepala Dinas Perhubungan, Komunlkasi dan informaOka Kabupaten Labuhanbatu
mengawasl Keputusan Ini serta melaporkan kepada Bupat! Labuhanbatu mengenal basil
penpawasan tertiadap hal tersebuL

Keputusan Ini berlaku pada tanggal dlletapkan dengan ketentuan apablla dl kemudlan had
terdapat kekeflruan dl dalamnya akan dladakan perbalkan sebagalmana mesdnya.

KEDUA

KETIGA

Dttetapkan dl Rantauprapat
Pada tanggaf

BUPATT LABUHANBATU,

*
)(

NAMA IELAS
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Contoh 11.
PCMERINTAM KABUMTEN LABUHANBATU

DINAS PCRHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT UKUR KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Nomor :

Dtkeluarkan benlasarkan ketentuan-ketentuan Xonvensi Intemastonal Tentang Pengufcuran Kapal 1969, oteti
Petnerintah Repubtlk Indonesia.

TAHUN
PEMBANGUNAN

TEMPAT
PENDAFTARANNAMA PANGG1LANNAMA KAPAL

LHCURAN - UKURAN POKOK

UKURAN DALAM TER0ESAR Di TENGAM KAPAL
HINGGA GELADAK TERATASLE8ARPANJANG

\

IS! KAPAL ADALAH

1SI kOCOr
Isi berth

Dengan Ini dlterangkan bahwa tel kapat Ini telah ditentukan sesual ketemoan-ketentuan dalam Konvensl

Intemastonai Tentang Pengukuran Kapal 1969.

Cnkeioarkan di
Pada tanggal

AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA 01NAS PERHUBUNGAN, K0MUNIKAS1 DAN
INFOftMATTKA KABUPATEN LABUHANBATU

4 ){
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Cootoh 12.
KOP SURAT

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIXASI DAN INFORKATTXA
KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT PENDATTARAN DAN KELENGKAPAN
5ARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Nomor

Tartda Selar

A. KETERANGAN XAPAL :

Nama Kapall .

Jenis Kapal
Jems Angkutan

2.

3. 8 a h a nv
Tahim Pembuatan
Tahun Pengoperaslan

4.
:

Tempat Pemboatan & Galangan5.
Ukuran Kapal :
6.1. Panjang

Dalam
6.2. Isi Xotor

6. Meta-
Meter

Lebar
Bar at
Isi Berslh

Meter ;
Meter ;

M3M3

Knot {Kecepaan Btonoml)
Kecepetan Kapal7.

Perlengkepan Keselamaun
8.1. life Jatet (Ba)o Renang)
8.2. Ufe Bony (Pelampung)
8.3. Sekoc) / 1LR / Rakit

0. Anak-anakDewasa
Unit
Boah

Ptrlengfcapan Pemadam Kebakaran
9.1. Selang Hldran
9.2. Botot Api

9.3. BakPasIr
9 4 Laln-laln / Slstem

9. Boah
Boah
Boah

% Boah

10. Kelertgkapan komunlkasl
10.1. Radio VHP
10.2. Radio SSB
10.3. Radio
10.4. EP1RB

Ada/TIdak ada ’)
Ada/Tldak ada *)
Ada/TkJak ada *)
Ada/Tldak ada *)
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M

11. Kapasltas Angkut
11.1. An*Buah Kapai (ABK)
11.2. Penumpang
11.3. Barang

Oang
Orang
Ton

B. KETERANGAN MESIN

1. Mesin Penggerak
Meric1.1.

1.2. Type
1.3. Serial No.

Tenaga Penggerak
R.P.M. HP1.4.

1.5.
Tahun Pembuatan
Jens Bafian Bakar

1.6.
1.7.

C KETERANGAN PEMIUX :

1. Nama
2. Alamat

: Angkvtan Barang / Angkutan Penumpang / Angkutan ParlwlsataD. TUJUAN PENGGUNAAN

V

AN. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUN1KAS1
DAN INFOftMATIKA KAB.LABUHANBATU

Tanda Tangan Pevntllk

( <) )
NIP.

Catalan:
*) Caret yang udak periu.

Tembusan Yth. :
1. Kepela Olnas Perfiubtingan, Kornunlkas) dan InformaBka

Kabupaten Labuhanbatu
2. Pemlllk Sarana ASD
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Contah 13,

PEMERJNTAH KABUPATEN LABUHANftATU

SERTIFIKAT KELAXXAN DAN KEBANGSAAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Yang bertanda tangan dl bawah Ini, Kepala Dinas Pertiubungan, Korounlfcasi dan Informatlto Kabupaten Labuhanbatu atas
nama Bupatl Labuhanbatu, menerangkan :

TANDA PAS TONAGE KOTOR UKURAN
P X L x 0 (mb’)

NAMA KAPAL
(GT)

BAKAN JUMLAH TAHUNPENGGERAK MEREK
PEMBANGUNANUTAMA GELADAKTK / KW

Kapal Penumpang/BarartgDlpergunakan sebagal
Nama dan Ala mat Pemdlk

'A

telah dldaftar dalam Register Kapal Sungal dan Danau dl DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU DENGAN REGISTER Nomof :
Bendera Republlk Indonesia.
Kepada seluruh pejabat Republlk Indonesia dan merefca yang bersangkutan dlharap supaya memperlakukan Nakhoda Kapal
dan muatannya sesual dengan keteotuan dan Undang-Undang Republlk Indonesia dan per)an)lan-per|anjian dengan negara-
negara lain.

dan deb karena Itu, berhak berfayar dengan menglbartan

Bertaku Sampal Tanoqal :

Dlkeluarkan dl :
Pada tanggal :

AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

)(
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Contoh 14.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAUTIKA
KAPAL SUNGAI DAN DAHAU

Diketuarkan berdasarkan Keputusan BUPATI LABUHANBATU Nomor :
tentang :

Yang bertanda tar»gan dt bawah ini menyatakan bahwa :
Nama :
Tempat / Tanggai lahfr

Kecakapan dladakan dlNautika
Pada tanggai

lulus UJlanTelah yang
dan

telah memenuhl syarat sesual ketentuan Surat Keputusan.

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :
Pemegang Surat keterangan kecakapan Ini berbak sebagai pemlmpln kapal sungat dan danau
(baglan Nautika) dengan ukuran kapal sampel dengan 35 CT untuk kapal bermotor dan 105 GT
untuk kapal tidak bermotor.

v

AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

Pas Foto
3 x 4

Tanda tangan
Pemegang )(
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M
Contoh 15.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN TEKNIKA
KAPAL SUNGAJ DAN DANAU

Dikeluarkan berdasarkan Keputusan BUPATI LABUHANBATU Nomor :
tentang:

Yang bertanda tangan dl bawah Ini menyatakan bahwa :
Nama :
Tempat / Tanggat lahir

Telah lulus Ujlan Kecakapan Teknlka yang diadakan dl
Pada tanggal
Keputusan.

Dengan Pembatasan kewenangan sebagal berikut :
Pemegang Surat keterangan kecakapan Ini berbak sebagal pemlmpln yang bertanggung jawab
tertiadap teknis permesinan kapal sungal dan danau dengan ukuran kapal sampal dengan 35 GT.

dan telah memenuhl syarat sesual ketentuan Surat

AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN
INfORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

Pas Foto
3 x 4

Tanda tangan
Pemegang )(
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M
COWTOH 16.

PERMOHONAN PENGAUHAN KEPEMIUKAN

MAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

Ncmor
Lamp!ran
Perthal

Kepada :
Yth . Rupatl Ubohanbatu

Cq. Kepala Dinas Perhubungan
KorrumlEasl dan Informatlka
Kabupsten Ubuhanbatu

Permohonan Pers«ujuan
Pengallhan PemlRkan
Penjsahaan

dl-
Rantauprapat

Rersama Ini kaml beritahukan, bahsva :
Hama

S.
:

(selaku plmplnan dari)
Nama Peruwhaan
He.Izln U &aha
Alamat Perusahaao
NPWP Perusahaan

Bermaksud mcmlnta persehijuan Bapak unttifc pxngallhan pemlflkan perusahaan Kami.

Adaptm yang menjadl pcrtimbangan dan fclasan pengallhan pemlllkan perusahaan kaml tersebui adalah :6.

d
e.
\.

Sedang perubahan pemlllkan dlmaksud adalah :
c Nama pcmil fit scmula

Alamat pemltlV semula

7.

: .

d. Nama pemlllk baru
Ala mat pcmilIk baru

Demlklan pemberkahuin kami dan mohon klranya Bapak untuk dapat menyetujulnya.B.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

)(
Nama Je>as
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LAPORAN HARLAN KEGIATAN OPERASIONAL
ICEJXATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENVMPANC ANGKCTAN SUNGA1 DAN DANAU

BSKWOMS

FjrtWrii.
!*«>,

X - . X . . . .Me* TK
Ww& Bsafesim
IStefc UTOJw

H
NotoW towNo

OnAW AW OnTotTot
Awl -

MVfrWwi
AWl - • •

50*s to&w1 tew 0£LBSOJWUW
M Of; Of;

AW Of ?AW Of!
ToiTotPWULtt

tosA - Off 4 OfjfeWWJUM
M On M Oi;

o

DIREKTLR PERUSAHAAN KOPERASI
PERORANGAN »;
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LAPORAN HARIAN KXG1ATAN OPERASIONAL
KEDATANGAN DAN KEBEKANGKATAN KAPAL ANGKCTAN BARANG DI SUNCAI DAN DANAV

foWWRtaK

. . TKOT X X Mftir

IjWJAv-vAvwwv

WAWWW»Vf >AV^«

il
ItemNolfoi»No

Umi Toi KratovsTot KV̂ 4U«. Uni:
Mifente3 ToiSjg^jTon Ton1 To» B«Wj«4l -

Toi U$&mToifesm Etew Etat
Unit TorKifttoaW' Uni:To7 &»Jld?ft» frirtufcw

UAE&1 *‘ •

Ton 4 TotfeW^To: • Ton
TotKmaa.miTo:Hggaa. m.

DEREKTL'R PERUSAHAAN KOPERASL
PERORANGAX .. .. )
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